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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami
dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Semester | pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) Semester | ini merupakan media
pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang
dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi
pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas
umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup ini
disusun dan disajikan berdasarkan Pola Pengukuran Kinerja yang dimulai
dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan pengukuran Kkinerja,
kebijakan, sasaran, tujuan atas kegiatan, Program dan Kebijakan yang
dilakukan pada tahun 2021, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan terlebih dahulu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih
belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi
penyempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik
langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian laporan ini.

g, Januari 2022
JNGKUNGAN HIDUP

NIPATO661114 199403 2 008
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
pada tahun 2021 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui
program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup tahun 2018-2023, pada tahun 2021, pencapaian tujuan Dinas lingkungan
hidup diukur dari capaian 4 (empat) sasaran stretegis yang terdiri dari 4 (empat)
indikator kinerja utama dimana selanjutnya diwujudkan melalui pelaksanaan 9
(sembilan) program utama dan 1 (satu) program pendukung.

Adapun nilai 4 (empat) indikator kinerja utama tersebut dengan target,
Persentase titik pantau dengan kualitas air baik (55,56 %), Persentase titik
pantau dengan kualitas udara baik (62,50 %), Persentase pengelolaan sampah
(68,87 %) dan Persentase tutupan lahan (20 %).

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas
Lingkungan Hidup yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan akan
dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya
perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung terwujudnya Lumajang

sejahtera dan bermartabat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR — Rl Nomor IX/MPR/1998
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas
proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut
penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media
untuk mengeksplorasi dari mana dan sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun
2018-2023 dan tercapainya sasaran pada suatu kegiatan dan program.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharuskan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini,

diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat melaksanakan tugas
pokok secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas lingkungan

Hidup guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Lumajang.

B. Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 76 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian sedangkan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) seksi sehingga
jumlah pejabat struktural saat ini 21 orang dan kelompok jabatan fungsional.
Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Lingkungan Hidup
yang sebagian tugasnya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kedudukan, tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan
1. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan
daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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2.

3.

C.

Tugas Pokok
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

di bidang lingkungan hidup.

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;

Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;

ok~ 0D

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait fungsi dan

tugasnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap

Instansi

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan
tindakan-tindakan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran suatu
organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditentukan,
sedangkan kebijakan pemerintah terhadap unit kerja/ instansi yakni :

1. Mengelola sumberdaya alam dan memelihara daya dukung agar
dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Melestarikan kemampuan pembaharuan pengelolaan sumberdaya
alam dan pengendalian pencemaran untuk menekan kerusakan
lingkungan.

3. Struktur organisasi dan eselonisasi jabatan.

4. Personalia Sumber Daya Manusia

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Lumajang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup, Sekretaris membawabhi 3 (tiga) Sub Bagian
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sedangkan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) seksi sehingga jumlah
pejabat struktural saat ini 21 orang dan kelompok jabatan fungsional
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6. Bidang Tata Lingkungan
Personalia Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 sebanyak 435 orang, terdiri
dari PNS : 285 orang dan tenaga kontrak 150 orang, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 285 orang
- Tenaga kontrak : 149 orang

b. Latar belakang pendidikan

- Magister (S2) : 5 orang
- Sarjana (S1) : 16 orang
- Sarjana muda/Diploma Ill (D3) : 2 orang
- SLTA : 42 orang
- SLTP X 196 orang
- SD : 24 orang

c. Pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda (1V/c) - orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang
- Pembina (IV/a) 8 orang
- Penata Tingkat | (l1l/d) 5 orang
- Penata (lll/c) 7 orang
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- Penata Muda (lll/a) : 2 orang
- Pengatur Tingkat | (11/d) : 10 orang
- Pengatur (ll/c) : 8 orang
- Pengatur Muda Tingkat | (1I/b) : 9 orang
- Pengatur Muda (ll/a) : 28 orang
- Juru Tingkat | (1/d) : 83 orang
- Juru (l/c) : 120 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b) : 3 orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

Pejabat struktural dan fungsional
- Struktural (Eselon I, 1l dan V)

e Eselonli ; 1 orang
e Eselon Il ; 5 orang
e Eselon IV : 14 orang

- Struktural yang Telah Diklat

e Eselonli ; 1 orang
e Eselon Il ; 3 orang
e Eselon IV ; 14 orang
- Fungsional : - orang

Struktur Organisasi

- Jumlah TU/Sekretariat : 1 orang
- Jumlah Sub. Bagian : 3 orang
- Jumlah Bidang X 4 orang
- Jumlah Sub Bid./Seksi X 12 orang
- Sekretariat X 21 orang
- PLHPSM : 8 orang
- PPKLH : 15 orang
- Kebersihan : 292 orang
- RTH : 78 orang
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Sarana dan prasarana yang ada di

Kabupaten Lumajang :

Dinas Lingkungan Hidup

NO NAMA ASSET SATUAN | JUMLAH KONDISI
BAIK | SEDANG | RUSAK
1 Gedung Kantor unit 1 1
2 Laboratorium unit 1 1
lingkungan
3 Workshop unit 1 1
4 Gudang unit 1 1
5 TPST unit 2 2
6 Lahan Pembibitan unit 1 1
7 Tempat Pembuangan unit 34 34
Sampah Sementara
(TPS)
8 TPA Lempeni Ha 6,9
9 TPA Besuk Ha 3,8
10 Kecamatan Ha 3
Sumbersuko
11 Kecamatan Ha 0,52
Yosowilangun
12 Kecamatan Ranuyoso Ha 0,68
13 Gerobak Sampah unit 176 126 50
14 Becak Sampah unit 195 165 30
15 Dump Truck unit 13 8 5
16 Truk Terbuka unit 1
17 Truk Tangki unit 3 2 1
18 Pick Up unit 1
19 Amroll Truck unit 11 5 6
20 Container unit 77 67 10
21 Bulldozer unit 2 1 1
22 Mobil PJU/ Tower unit 1 1
Crane
23 Kendaraan unit 4 3 1
Operasional roda 4
24 Kendaraan unit 58 46 8 4
Operasional roda 2
25 Kendaraan unit 26 17 4 4
Operasional roda 3
26 Komputer unit 27 23 4
27 Telepon unit 2 2
28 Mesin Pompa unit 16 15
29 Mesin Potong Rumput unit 27 22 5
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NO NAMA ASSET SATUAN | JUMLAH KONDISI
BAIK | SEDANG | RUSAK
30 Gergaji Mesin unit 15 13 2
31 Laptop unit 23 19 4
32 Truk Toilet Portable unit 1 1
32 Laptop unit 20 16 4
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses Perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses
ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program  serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2018 — 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten
Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan
perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan
dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek
dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Lingkungan Hidup.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 — 2023
Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
— 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun
2018-2023.

1. Tujuan

Perencanaan strategis adalah merupakan produk melalui langkah-
langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak
diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yakni tahapan-tahapan
kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau rencana strategis
8
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(renstra) harus mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan,
program dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan agar program-
program menjadi skala prioritas dan bukan skala kebutuhan.

Adapun Tujuan yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan pengendalian kualitas air;

2. Meningkatkan pengendalian kualitas udara;

3. Meningkatkan pengelolaan sampabh;

4. Meningkatkan tutupan lahan.

2. Sasaran
Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang.
Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia

maka sasaran Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Meningkatnya pengendalian kualitas air;

2. Meningkatnya pengendalian kualitas udara;
3. Meningkatnya pengelolaan sampabh;

4. Meningkatnya tutupan lahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase titik pantau dengan kualitas air baik;

2. Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik;
3. Persentase pengelolaan sampabh;

4. Persentase tutupan lahan.

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam penataan dan

pengelolaan lingkungan diharapkan pada aspek-aspek penunjang

kondisi wilayah sebagai berikut :

1. Penataan dan pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat memberikan
kondisi nyaman, aman, tertib, bersih, indah dan asri.

2. Penataan dan pengelolaan lingkungan sebagai kelanjutan dari
meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara terus menerus,

mendorong peran serta masyarakat, usaha, industri dan lain

9
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sebagainya.

3. Kebijakan-kebijakan dan program yang telah ditetapkan terlebih
dulu akan dijabarkan secara strategis pada Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) guna mencapai tujuan dan sasaran yang
diinginkan.

4. Prioritas Pembangunan

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup

yang telah ditentukan, maka ditetapkan prioritas pembangunan yaitu:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. Meningkatnya pengelolaan persampahan;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan;

4. Tercukupinya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai
macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan
akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas
kebijakan Dinas Lingkungan Hidup hingga memunculkan indikator
yang paling diperhitungkan.IKU dimaksudkan untuk mengukur
capaian sasaran dari prioritas kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.
Adapun pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 Pemerintah Kabupaten
Lumajang, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
untuk mendukung terwujudnya Misi ke-1 (satu) yaitu Mewujudkan
perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro dan pariwisata dengan tujuan yang harus dicapai yaitu
meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan dan meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas air;

2. Meningkatnya kualitas udara;

3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan.

10
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Untuk mengukur capaian sasaran sebagaimana tersebut diatas
maka Dinas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Kinerja Utama
(IKU):

1. Meningkatnya pengendalian kualitas air;
2. Meningkatnya pengendalian kualitas udara;
3. Meningkatnya pengelolaan sampabh;

4. Meningkatnya tutupan lahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase titik pantau dengan kualitas air baik;

2. Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik;
3. Persentase pengelolaan sampabh;

4. Persentase tutupan lahan.

Guna mendukung keberhasilan Indikator kinerja utama diatas
maka ditetapkan Program yang akan dilaksanakan sebagaimana
berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;
4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat;
8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

10) Program Pengelolaan Persampahan.

11
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6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel. 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1) (2) (2) 3)
Mewujudkan Meningkatkan | 1. Meningkatnya 1. Indeks
perekonomian daerah | pelestarian kualitas air; kualitas air
berkelanjutan yang fungsi 2. Meningkatkan | (IKA);
berbasis pada lingkungan kualitas udara; 2. Indeks
pertanian, usaha mikro hIdUp 3. Meningkatnya kualitas udara
dan pariwisata kualitas tutupan (IKU);
lahan. 3. Indeks
kualitas
tutupan lahan
(IKTL).

7. Stategik

Stategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan

ke dalam kebijakan dan program.

e Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan pedoman, Pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan
guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan, serta indikator kinerja instansi

pemerintah. Adapun kebijakan Pemerintah daerah terhadap

Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan administrasi;

b. Menigkatkan sarana dan prasarana aparatur;

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengelolaan
persampahan;

d. Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

e. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan hidup;

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);

e Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sitematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
rangka

atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
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kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program Dinas Lingkungan Hidup telah dijabarkan

dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 adalah sebagai

berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

f.  Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat;

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;;

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
Program Pengelolaan Persampahan.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan

pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat.

Rencana Kinerja Tahun 2021

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup kemudian diturunkan

dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka

pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian

tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti

pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini

berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun

2021. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target

kinerja yang spesifik dan terukur.
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Tabel. 2.2.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1) (2) 3) 4)

Meningkatnya 1. Persentase titik pantau persen 55,56
pengendalian dengan kualitas air baik
kualitas air
Meningkatnya 2. Persentase titik pantau persen 62,50
pengendalian kualitas dengan kualitas udara baik
udara
Meningkatnya 3. Persentase pengelolaan persen 20
pengelolaan sampah
persampahan
Meningkatnya tutupan | 4. Persentase tutupan lahan persen 68,87
lahan

Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut
dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2021
Semster | sebagai berikut:

Tabel. 2.3.
Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2021
Sasaran Strategis Jumlah Jumlah Jumlah Sub
Program Kegiatan Kegiatan
1) (2) 3 4)
Meningkatnya pengendalian kualitas 4 7 15
air
Meningkatnya pengendalian 4 7 15
kualitas udara
Meningkatnya pengelolaan 2 4 7
persampahan
Meningkatnya tutupan lahan 3 3 9
Rencana kinerja tahunan merupakan hasil dari proses
pengintegrasian antara perencanaan strategis dengan

penganggaran. Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan pembangunan.

Penyusunan perencanaan kerja dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instnasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Berikut ini perjanjian kinerja Dinas lingkungan Tahun 2020 :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
) 2 3 4)

Meningkatnya 1. Persentase titik pantau persen 55,56
pengendalian dengan kualitas air baik
kualitas air
Meningkatnya 2. Persentase titik pantau persen 62,50
pengendalian kualitas dengan kualitas udara baik
udara
Meningkatnya 3. Persentase pengelolaan persen 20
pengelolaan sampah
persampahan
Meningkatnya tutupan | 4. Persentase tutupan lahan persen 68,87
lahan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Lingkungan Hidup tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian
Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup, pun tidak terlepas dari pelaksanaan
pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Aktualisasi dari berbagai segmen
perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah
pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang
mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja  pelaksanaan pembangunan
sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan
piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur
adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh
mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah

dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi
relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh
karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas

kinerja instansi secara keseluruhan.

Untuk menilai keberhasilan dan

ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal

sejauh  mana

sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %) Hasil Capaian
> 85 Sangat Berhasil
70 <X =85 Berhasil
55<X=<70 cukup berhasil
<55 tidak berhasil
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Prosentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara

realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai

capaian tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil

kesimpulan pencapaian suatu sasaran.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

tugas dalam

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan

rangka mencapai sasaran dan target yang telah

ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 sudah mengacu dan sesuai

dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun 2021. Capaian Indikator dan Target Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Indikator Capaian 2020 | Target | Realisasi | Capaian | Kategori Target
Strategis Kinerja (%) 2021 2021 2021 (%) Akhir
Renstra
1) 2 3 4) (©) (6) ) (8)

Meninkatnya | 1. Persentase 64,71 55,56 55,95 100,70 Sangat 58,33
pengendalian titik pantau berhasil
kualitas air dengan

kualitas air

baik
Meningkatnya | 2. Persentase 19,15 62,50 75 120 Sangat 87,50
pengendalian titik pantau berhasil
kualitas udara dengan

kualitas

udara baik
Meningkatnya | 3. Persentase 50,59 68,87 39,25 56,99 Cukup 25,61
pengelolaan pengelolaan berhasil
persampahan sampah
Meningkatnya | 4. Persentase 54,73 20 105,62 528,1 | Sangat 84,39
tutupan lahan tutupan berhasil

lahan

Untuk mengetahui kenaikan dan penurunan masing-masing indikator

kinerja apabila dibuat grafik target dan realisasi untuk tahun 2020 dan

2021 akan seperti dibawah ini:
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Persentase titik pantau dengan kualitas
air baik

60 5556
50 _______1===__::255;:z!:_&195__
40 47.22
30 30, Target
20 Realisasi
10

0

2020 2021

Grafik diatas adalah Persentase titik pantau dengan kualitas air baik,
terjadi kenaikan target untuk tahun 2021 dari tahun 2020, begitu juga
dengan realisasi mengalami kenaikan. Hal Ini disebabkan kesadaran
masyarakat yang sudah mulai tumbuh untuk tetap menjaga
lingkungan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup yang terus dilakukan sepanjang tahun

memberikan dampak yang signifikan.

Persentase titik pantau dengan kualitas
udarabaik

80

69.23— e

60 ——62.5
40 / Target
/ = Realisasi

20 16.7

2020 2021

Grafik diatas adalah Persentase titik pantau dengan kualitas udara
baik, terjadi penurunan target untuk tahun 2021 dari tahun 2020, tetapi
realisasi mengalami kenaikan dan melebihi target yang ditetapkan. Hal
Ini disebabkan kesadaran masyarakat yang sudah mulai tumbuh untuk
tetap menjaga lingkungan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan
yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terus dilakukan

sepanjang tahun memberikan dampak yang signifikan.
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Persentasgengelolaan sampah

80
70

50

40 — ———=3925
30 33. 1

20
10

— Target

= Realisasi

2020 2021

Grafik diatas adalah Persentase pengelolaan persampahan, terjadi
kenaikan target untuk tahun 2021 dari tahun 2020, begitu juga dengan
realisasi mengalami kenaikan, tetapi realisasi masih dibawah target
yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kondisi potensi timbulan
sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya
sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta
kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari

sumber timbulan sampah.

Persentasdutupan lahan

120
100 » 105.62

80
60 / Target
40 / Realisasi

34
17.02% 20

20

2020 2021

Grafik diatas adalah Persentase tutupan lahan baik, terjadi penurunan
target untuk tahun 2021 dari tahun 2020, tetapi realisasi mengalami
kenaikan dan melebihi target yang ditetapkan. Hal Ini disebabkan
pengelolaan taman dan tutupan lahan semakin meningkat dengan
disertai peran serta masyarakat dalam upaya penghijauan dan

penanaman kembali didaerah lahan kritis dan tangkapan air hujan.
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C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa
Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan
dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang
bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau
trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam
bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan,
kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa
makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut
perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan
agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi
sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya,
mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan &
bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode
waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja
terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan
lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu
pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa
perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian
tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun
2021. Hasil evaluasi tujuan dan indikator tujuan Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2.
Capaian Tujuan Tahun 2021

Tujuan Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Meninkatkan Indeks Kualitas 53,39 53,54 100,28
pengendalian Air

kualitas air

Meningkatkan | |ndeks Kualitas 84,55 84,74 100,22
pengendalian Udara

kualitas udara
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Meningkatkan Indeks 0,80 0,60 75
pengelolaan Pengelolaan

persampahan Sampah

Meningkatkan Indeks Tutupan 45,40 47,95 105,61
tutupan lahan lahan

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

e Prestasi/ Penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

No.

1

2

3

Jenis Kegiatan Juara Kelompok Tingkat
Penghargaan Proklim Kategori RW 02 Ditotrunan Nasional
Trophy Lumajang
Proklim
Utama
Nasional
Penghargaan Proklim Kategori 1. RW 18 Citrodiwangsan Nasional
Sertifikat Lumajang
Proklim
Ui 2. E\jlvm;i:?ogotrunan
Nasional jang
Penghargaan Proklim Kategori Desa Purwosono Nasional
Sertifikat Kecamatan Gucialit
Proklim Lumajang
Madya
Nasional

e Daftar Inovasi Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung kinerja dan

pencapaian target di bidang lingkungan hidup:

1.

2
3.
4

Kepras Keliling (Keling)

Sigap Hadapi Pengaduan (Sahdu)

Ngopi pakai Sampah (Ngopi Sam)

Aksi ke Pasar Tanpa Plastik (Si Papa Asik)

E. REALISASI ANGGARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan

seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021,

tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup didukung berbagai

program dengan realisasi anggaran sebagaimana terlampir.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
belum dapat melaksanakan tugas secara keseluruhan karena tahun
anggaran masih berjalan, tetapi Dinas Lingkungan Hidup tetap
melaksanakan kewajiban yang dituangkan pada Laporan Akuntabilitas
Kinerja yang disusun dalam rangka mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud membantu Bupati
untuk melaksanakan program-programnya guna tercapainya program
pemerintah yang dibebankan kepada unit kerja ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai alat kontrol,
kendali, evaluasi/ koreksi kualitas kinerja aparatur yang bersih,

berwibawa serta bertanggung jawab kepada publik.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja
yang telah dicapai, maka Dinas lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang akan berupaya terus untuk lebih meningkatkan tugas pokok
dan fungsi dalam mebantu Kepala daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih terdapat
kekurangan dan perlu penyempurnaan, untuk itu dengan segala
kerendahan hati mohon saran dan kritik dari semua pihak guna

penyusunan laporan ini di masa mendatang.
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REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,237,295,958 1,143,702,916
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,260,900 3,260,900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 896,000 896,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerija SKPD 1,561,400 1,561,400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 803,500 803,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,399,748 7,399,748
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6,101,508 6,101,508
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1,298,240 1,298,240
Administrasi Umum Perangkat Daerah 192,338,310 189,198,310
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,233,000 7,228,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 110,000 110,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103,133,610 103,133,610
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,267,100 30,267,100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,320,000 2,475,000
Penyediaan Bahan/Material 3,993,600 2,785,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu 340,000 340,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42,941,000 42,858,900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28,820,000 28,820,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28,820,000 28,820,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 801,522,000 723,898,699
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 323,874,000 277,006,867
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 477,648,000 446,891,832
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203,955,000 191,125,259
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 175,355,000 162,555,259
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28,600,000 28,570,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 346,997,262 334,431,635
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 294,930,262 282,364,635
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, 31,691,900 28,050,000
Udara dan Laut

216,348,362 220,034,635
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 9,390,000 9,390,000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupten/Kota 37,500,000 24,890,000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 52,067,000 52,067,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 52,067,000 52,067,000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 105,693,995 100,885,424
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlind dan P lolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 105,693,995 100,885,424
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 104,053,995 99,285,424
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di 1,640,000 1,600,000
Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 99,350,000 98,943,500
(LIMBAH B3)
Kegi Penyimpanan S a Limbah B3 48,000,000 48,000,000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 48,000,000 48,000,000
Kegi F ilan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab en/Kota 51,350,000 50,943,500
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 51,350,000 50,943,500
Terintegrasi secara Elektronik
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4,092,143,910 3,986,242,969
Kegiatan Pengelolaan Sampah 4,092,143,910 3,986,242,969
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 86,663,150 84,195,000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 27,590,100 27,536,304
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah 3,758,890,660 3,655,591,665
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 219,000,000 218,920,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 52,087,250 52,086,000
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 52,087,250 52,086,000

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 49,646,000 49,646,000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 2,441,250 2,440,000
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) 313,500,000 312,554,000
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 149,700,000 149,315,000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 149,700,000 149,315,000
Kegi Penyelenggaran Kajian Li Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota 163,800,000 163,239,000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 163,800,000 163,239,000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 157,881,550 157,489,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 157,881,550 157,489,000
Daerah Kabup. 1/Kota

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 63,873,250 63,511,000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan 89,008,300 88,978,000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 5,000,000 5,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3,487,199,744 3,199,080,601
Kegi P lol Keanekar Hayati Kabup 1/Kota 3,487,199,744 3,199,080,601
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2,100,000 2,100,000

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3,425,993,744

3,137,874,601

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

34,356,000

34,356,000

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati

24,750,000

24,750,000




